
BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2021TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E)SA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk men5rusun laporan keuangan atas

pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran, perlu

dilakukan kesesuaian kebijakan akuntansi terhadap

standar akuntansi pemerintahan dalam pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang

dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 85|PMK.O5/2021 tentang

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Nomor 17 Properti Invesrtasi, Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Nomor 17 Properti Investasi digunakan untuk
menJrusun laporan keuangan atas

pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran mulai
tall.un2022;

c. bahwa Peraturan Bupati Toraja rUtara Nomor 36

Tahun 2O2l tentang Kebijakan Akuntansi perlu

disesuaikan dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangzrn sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, d.an huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentan.g Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2O2L tentang
Kebijakan Akuntansi. 
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Mengingat: 1.

o

3.

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nonror 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran l{egara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberalca kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tairun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerin.tah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahurr 2O2O tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pand,:mi Corona Virus

Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomial Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2') Nomor 134,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahur 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TarrLbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4ii55) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan lltabilitas Sistem

Keuangan untuk Penangalan Pande:mi Coronq Virus
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Disease 2O19 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2'J Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahutr 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Irlegara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Lrtara di Provinsi

Sulawesi Selatan (lembaran N egara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Penrndalg-undangan

(Lembaran Negara Republik Indone'sia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 lentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perurndang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahurr 2Ol4 tentalg
Pemerintahan Daerah (Lembaran .Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesria Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberatr,a kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerin::ah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Unclang (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun j2023 Nomor 41,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 TatLun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indone,sia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah;urt 2Ol2

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah.un 2006 tentang

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indont:sia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 10

tentang Standar Akuntansi Pemerir:rtahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 12010 Nomor 123,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 TalLun 20 12 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara R,:publik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta.hun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesieL Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri lrlomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Sta-rrdar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual l)ada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri l,lomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
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Perencanaan Pembangunan Dan X.euangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Terhun 2019 Nomor

r4471;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108

Tahun 2O16 tentang PenggolongarL dan Kodefikasi

Barang MiUk Daerah (Berita Itlegara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indo:eesia Tahun 2016

Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri l,lomor 90 Tahun

2019 tentang Klasilikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan lleuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri l,lomor 77 Taht:r,

2O2O terrtang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indo:nesia Tahun 2020

Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85IPMK.OS /2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Torajrl Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bar:ang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

2OI8 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Nomor 92);

21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomc,r 36 Tahun 2021

tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEI?UBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NIfMOR 36 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Menetapkan
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara

Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Kebrjakan Akuntansi

(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni

angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupzrti dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenlcrgara Pemerintah

Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utarra.

5. Keuangan Daerah adalah somua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahal daerah yang dapa.t dinilai dengan

uang termasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan <lengan hak dan

kewajiban daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, perl:anggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah.

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengrrkuran,

pengklasifikasian, pengikhtisara:r transaksi dan

kejadian keuangan, penginterpretasiaa atas

hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

adalah prinsip-prinsip yang mendasari
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penJrusunan dan pengembangan Standar

Akuntansi Pemerintahal dan merupakan rujukan

penting bagi Komite Standar akuntansi

Pemerintahan, pen5rusunan laporan keuangan, dan

pemeriksa dalam mencari pemeceihan atas sesuatu

masalah yang belum diatur secara jelas dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

9. Standar Akuntansi Pemerintalmn, selanjutnya

disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menJrusurl dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah.

10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penJrusunan dan

penyajian laporan keuangan.

11. Sistem Akuntansi Pemerintahzm (SAP) adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan loemerintah.

12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang

diberi tugas untuk melaksanakan fugsi Bendahara

Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.

13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang

terdiri dari satu atau lebih entiteLs akuntansi yang

menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa lapo:ran keuangan.

14. Entitas Akuntansi adalah urLit pemerintahan

pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD

wajib menyelenggarakan akuntarLsi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

15. Unit Pemerintahan adalah pentgguna anggaran I
pengguna barang yang berada di Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
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16. Properti Investasi adalah properti untuk

menghasi-lkan pendapatan sevr'a atau untuk

meningkatkan nilai aset atau ked.uanya, dan tidak

untuk digunakan dalam kegiatem pemerintahan,

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam

produksi atau penyediaan baran g atau jasa atau

untuk tujuan administratif; atrlu: tidak untuk

dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

2. Ketentual Pasal 3 diubah, sehingga b,erbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporal Keuangan terdiri

atas:

a. kerangka konseptual kebij akan akuntansi

pemerintah Daerah;

b. penyajian laporan keuangan;

c. laporan realisasi anggaran;

d. laporan perubahan saldo angplaran lebih;

e. neraca;

f. laporanoperasional;

g. laporan arus kas;

h. laporan perubahan ekuitas; drm

i. catatan atas laporaa keuangaa.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri atas:

a. akuntansi aset;

b. akuntansi kewajiban;

c. akuntansi ekuitas;

d. akuntansipendapatan;

e. akuntansi beban darr belanja;

f. akuntansi transfer;

g. akuntansipembiayaan;

h. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan

kebijakan akuntansi, penrbahan estimasi

akuntansi, dan operasi yang tidak dilarjutkan;
i. akuntansi dana cadangan; dan
j. akuntansi properti investasi.
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(3) Kebijakan Akuntansi Pelapc,ran Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I yang merupa.J<an bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

( ) Kebijakan Akuntansi Akun sebagrrimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak tt:rpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Lampiran diubah sr:hingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Dar:rah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
September 2024

A UTARA,

4

?
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a
SSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 4 September 2024

S DAERAH
TO A UTARA,

AERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10.

G
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